PENETAPAN
Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bm
= A\ E= A\ JeA X

DEMi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiian Agama Bima yang memenksa dan mengaditl perkara terientu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan “ltsbat

Nikah" yang diajukan oleh :

Usman bin Nawa, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan

" Teraknir S0, Tempat kediaman di RT.006 RW. 004
. Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,
- seianjuinya disebut sebagai Pemohon i,

Ate binti tbrahim, Umur 55 tahun, Agama Istam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman
di RT.006 RW. 004 Desa Rato Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima, seianjuinya disebut sebagal

Pemohon II;

Pengadiian Agama tersebut,

Telah mempeilajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Teiah mendengar keterangan para Pemonon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Para Pemohon daiam surat permchonannya tanggal 05 Maret
2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di
. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0051/Par.P/2018/PA.Bm
tanggal 05 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon i dengan Pemohon |l adalah pasangan suami isteri yang
telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan
pada tanggal 09 September 1985 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima, dengan status Pemohon | adalah Jejaka dan Pemohon 1i adalah
Perawan;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon ii adalah ibrahim (ayah kandung dari Pemohon ii), dengan mahar
berupa uang sebesar Rp. 1.000.0000,- (Satu Juta rupiah) dibayar funai, dan
yang bertindak sebagai saksi-saksi : 1. A Rahman 2. Mumar Hs.
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3. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon it pada saat melangsungkan perkawinan,
tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada
halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama isiam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon | dengan
Pemohon ii bertempat tinggai di Desa Rato Kecamatan Boio Kabupaien
Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
isteri dan teiah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
1.Yusuf (L) umur 25 tahun 2. Heriansyah (L) umur 24 tahun .

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon ii tersebut hingga saat ini
tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon | dan Pemohon Il
masih beragama isiam,

. 6. Bahwa, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut belum
memperoieh bukti nikah, oieh karenanya Pemohon i dan Pemohon ii sangat
membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima
untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus Kelengkapan
penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan
iainnya yang memeriukan penetapan/pengesahan;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat
keterangan tdak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor : 470/46/11/2018, untuk ity
Pemohon mohon diijinkan uniuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar
memberi izin kepada Pemohon | dan Pemohon ii untuk mencatatkan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon i pada Kantor Urusan Agama
setempat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Miengabulkan Permehonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon | (Usman bin Nawa) dengan
Pemohon i (Ate binti ibrahim) yang dilangsungkan pada tanggai 09
September 1985 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

3. Memerintahkan kepada Pemohon i dan Pemohon il untuk mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
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4. Membebaskan Pemonhon | dan Pemohon ii dari membayar biaya perkara ini
karena miskin;

Subsidair

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakaniah surat
permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan
oieh para Pemchon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
teiah mengajukan aiai bukti berupa :

A. Surat

|. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon i Nomor :
5206023112601095, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bima tanggai 0B Juili 2012 vyang teiah dimeterai cieh pejabat pos
(nazegeling) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. totokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemonon Il Nomor :
5206027112621054 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima
tanggal 28 Juni 2012. yang teiah dimeterai oieh pejabat pos (nazegeiing)
dan sesuai dengan aslinya (P.2),

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah/Tidak
Tercatat Nomor : 132/Kua.19.06.2/Pw.01/1/2018 tanggal 08 Februari
2018 yang dikeluarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos
(nazegeiing) dan sesuai dengan asiinya (P.3),

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206021010110049 tanggal 10
Oktober 2011 yang dikeiuarkan oieh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh
pejabat pos (nazegeling) dan sesuai dengan asiinya (F.4),

B. Saksi

SAKSi 1 : Muhammad Taufig,SH., umur 55 tahun peKeraan Advokat,
pendidikan S1, bertempat tinggal di Rt. 05 Rw. 03 desa
Darussaiam, Kecamatan Bolo Kabupaien Bima yang dihadapan
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persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi
adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pelaksanaan pemikahan para
Pemohon pada tanggal 09 September 1985 di desa Rato
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tapi  saya  tahu para
Pemohon adalah suami istri. Adapun yang menjadi wali nikah
tsrahim (ayah andung dari Pemcohon | bomama ibharim;
- Bahwa saksi tahu mahar berupa uang sebesar
Rp. 1.000.000,- (Satu Juia rupian),- divayar funai, sedangkan
- yang bertindak sebagai saksi-saksi A Rahman dan Muhtar
Hs. :
.  Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon |
berstatus jejaka dan Pemohon il berstatus perawan,
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai
2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon | dan Pemohon II menikah tidak
terdaftar pada petugas KUA setempat,
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk
mendapatian Buku Nikah dan mengurus Akia Keiahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada
haiangan uniuk meiangsungkan pernikahan dan seiama
perkawinan berlangsung ftidak ada pihak ketiga yang
berkeberatan atas pemikanan tersebut,
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pemmah
bercerai dan tetap beragama isiam,;
SAKSI2 : Rifaid bin M. Nor, umur 48 tahun, agama Istam, pekerjaan Sopir,
bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 03 desa Rato Kecamatan Boio
Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan, saksi telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:
Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi

adalah tetangga para Pemohon
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- Banhwa, saksi hadir saat peiaksanaan pemikahan para
Pemohon pada tanggal 09 September 1985 di desa Rato
Kecamatan Boio Kabupaten Bima 1985 dengan wali nikan
Ibrahim (ayah kandung dari Pemohon II) dengan mahar
berupa uang sebesar Rp. 1.000.000- (Satu Juta rupiah).-
dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi
iMuhtar Hs. dan A. Rahman;;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon |
berstatus jejaka dan Pemohon ii berstatus perawan;

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai
Z orang anak;

. - Bahwa, pada waktu Pemohon 1 dan Pemochon {i menikah tidak

terdaftar pada petugas KUA setempat;

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk
mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Keiahiran Anak;

- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada
halangan untuk melangsungkan pemikahan dan selama
perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang
pberkeberatan atas pemikahan tersebut;

-  Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah
bercerai dan tetap beragama isiam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana teiah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
daiam beriia acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari penetapan ini;

) PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon ii adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih
dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (iegai
standing) Pemohon | dan Pemohon Il dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di daiam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum
Istam disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah iatah
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suami atau isten, anak-anak mereka, waii nikah dan pihak yang berkepentingan
dengan perkawinan itu;”

Menimbang, bahwa Majells hakim telah memeriksa surat permohonan
Pemohon } dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka
Pemohon i dan Pemohon ii adaiah pasangan yang teiah berkeiuarga iayaknya
suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan isbat nikah,

Menimbang, babwa daiam permohonannya, Pemohon | dan Pemohon I
pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon i dan Pemonon ii yang
dilakukan pada tanggal 09 September 1985 di Desa Rato Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima, Kabupaten Bima dinyatakan san berdasarkan aiasan-aiasan
. sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran daiii-galii Femohon |
dan Pemohon |l dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim
mewajibkan kepada Pemohon i dan i untuk membukukan daiii-dali
permohonannya,

Menimbang, bahwa untuk membpuktikan dalil-daiii permohonan, Femohon
| dan If telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan
dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah
memenuhi syarat formii dan materiii, oieh karena itu patut diperumbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti
pahwa Pemohon i dan Pemohon il berdomisiii di wilayah Kabupaten Bima,
sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa
dan mengadiii permohonan Pemohon i dan Pemohon il;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa
Pemonon i dan Pemohon il teian hidup berkeluarga sebagai suami istri,

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Il, dan saksi | dan |l
teiah ditemukan fakta sebagai benkut:

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon |l telah sesuai
dengan Syarrat Isiam,
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;

[ %]

Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat,
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iMenimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianaiisis
sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum
islam (KHi) perkawinan adaiah sah apabila dilakukan menurut hukum isiam,
yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelat laki-
iaki dan perempuan, ada waii, dinadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta yang terungkap di muka
persidgangan sebagaimana telah disimpuikan di muka, ternyata rukun dan syarat-
- syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal
38 Kompiiasi Hukum isiam telah terpenuhi daiam pelaksanaan pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Hl, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak
terdapat larangan kawin sepagaimana diatur daiam Fasal 8 sampal dengan
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan
Pasail 44 Kompilasi Hukum Isiam, oleh karena itu pernikahan Femohon | dengan
Pemohon Il tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon i dan Pemohon i terjadi
setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjeiasan Pasal 49 ayat (2) angka 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan
hanya beriaku bagi perkawinan yang terjadi sebeium Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim
berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa daiam perkara ini, Pemohon | dan Pemohon Il belum
mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena tidak memiliki
playa;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap
perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan
yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan

Hai, 7 dari 11 nal, Penetapan Nomor 51/°at.Fr20181PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



akibat hukum bagi suami 1steri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap
tarta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat
merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri
tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan
warisan jikka suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi
perpisahan karena perkawinannya tidak memiiiki kekuatan hukum. Secara
sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan
perkawinan tidak iercatat sering dianggap teiah tinggal dengan iaki-iaki tanpa
ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isten simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat
merugikan anak yang ditahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak
sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan
keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknaiogl atau alat bukti lain yang sah menuryt hukum memiilki hubungan
darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akia
keiahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa
status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial
maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang
yang bebas bagi suami uniuk menyangkai anaknya, menghindarn kewajiban
untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta
bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami,
tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon i dan Pemohon ii
mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait
perkawinan Pemohon i dan Pemohon ii sehingga perkawinan Pemonon i dan
Pemohon |i mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan
Akta Keiahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor
ketidakmampuan ekonomi Pemohon i dan Pemohon menjadi penyebab
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasai 7 ayat (3} Kompilasi Hukum isiam,
itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-
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hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan daiam rangka penyeiesaian
perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau
tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang teradi
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan
yang diiakukan oieh mereka yang tidak mempunyai haiangan perkawinan
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan berieniangan dengan rasa keadiian jika
permohenan isbat nikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak diterima berdasarkan
penjeiasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tanhun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-
Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-tUndang

: Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon | dan Pemohon |l tidak
dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor
ketidakmampuan ekonomi Pemohon | dan Pemohon I},

fenimbang, bahwa daiam perkara inl majeiis hakim memberiakukan
kaidah ushul figh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahutukan
daripada menarik kemasiahatan,” sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis
berpendapat bahwa permohonan itsbat nikan Pemohon 1 dan Pemohon H telah
sesuai Pasat 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan
isbat nikah Pemohon | dan Pemonon ii fersebut dapat dikabuikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan
undang-undang sebagaimana diatur daiam Pasai 2 ayat 2 tndang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor

. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisirasi rependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 24 tahun
2013 Jo. Pasai 3 ayat (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemonon | dan Pemohon ii
bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon |

dan Pemaohon Ii;

Hal, 9dan 11 hal, Fenetapan Nomor 51/POLFEUTEPA.Bm
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Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadian
Agama Bima Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bm tentang Perkara Prodeo maka
para Pemohon dibebaskan dan membayar biaya perkara,

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum isiam yang bertalian dengan perkara ini ,

MENETAPKAN

1. Mengabuikan permohonan Femohon i dan Pemohon ii;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Usman bin Nawa) dengan
Pemohon ii {Ate binti ibrahim) yang dilangsungkan pada tanggai 09
September 1985 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bolo Kabupaien Bima;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumiah Rp350.000,- (Tiga ratus lima
puiun nbu rupian) dibebankan kepada negara,

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Selasa tanggai 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan
tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri
dari Dr. H.Moh. Faishol Hasanuddin,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
Imam Shofwan, M.Sy. dan Drs. Latif masing-masing sebagai anggota Maijelis,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di
atas dan dibantu oieh Drs. H. Ikhias. sebagai Panitera Pengganti Pengadiian
Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majeiis,
Ttd. THd.

Drs. imam Shofwan, M.Sy. Dr. H. iMoh. Faishoi Hasanuddin,S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. Laiif

Hal. 10 dan 11 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt P/2018/PA.Bm
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Panitera Pengganti,

Tw.
Drs. H. Ikhias

Penncian bBiaya Perkara :

1. Proses : Rp. 50.000,-

2. Panggilan I Rp. 294.000,-

3. Materai : Rp. 6.000.-
Jumiah Rp. 350.000,-

' Untuk saiinan sama bunyinya dengan aslinya
Pengadillan Agama Bima
FPanitera
brs. H.Musaddad, 5H.
Hai, i1 can 11 hai, Feneiapan Nomor 51/PalF1zuliPA Bim
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